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ABSTRAK 
 
ROSARI (B111 09 368), dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Melakukan 
Penangkapan Ikan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Takalar 
Nomor: 54/Pid.Sus/2013/PN.TK)”. Dibimbing oleh M. Syukri Akub selaku 
Pembimbing I dan Nur Azisa selaku Pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap tindak 
pidana penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan 
dalam putusan No.54/Pid.Sus/2013/PN.TK.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ada dua 
cara yaitu penelitian normatif dengan telaah pustaka dan empiris dengan 
melakukan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan 
disajikan secara deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian kepustakaan menunjukkan: 1) Tindak Pidana 
perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
sebagaimana diubah dan ditambah UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang 
Perikanan. Dalam perkembangannya Undang-Undang sebelumnya dinilai 
belum mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan 
dan kurang mampu mengantisipasi kebutuhan hukum serta 
perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan. 2) 
Penerapan pidana materil atas tindak pidana yang dilakukan oleh 
Sampara Dg Nippi Bin Dg Nyampa telah sesuai. Hal tersebut didasarkan 
pada terpenuhinya unsur-unsur  sesuai dengan Pasal yang didakwakan 
dalam putusan nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.TK. 3) Pertimbangan hukum 
oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam 
putusan nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.TK telah sesuai, baik dari aspek 
pertimbangan yuridis maupun dari aspek sosiologis. Berdasarkan hasil 
penelitian, penulis merumuskan saran sebagai berikut: 1) Diharapkan agar 
dalam penanganan tindak pidana perikanan lebih diorientasikan kepada 
upaya pre-emtif atau upaya pencegahan dengan cara melibatkan semua 
aparat hukum untuk melakukan sosialiasi terkait tindak pidana pelarangan 
penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. 2) Agar upaya 
penegakan hukum tetap konsisten khususnya pengadilan terhadap 
penanganan kasus tindak pidana perikanan. Tegas dalam menangani 
tindak pidana tersebut dengan tetap berpedoman kepada UU yang 
mengatur dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku illegal 
fishing. 3) Agar pemerintah dalam upaya penanganan tindak pidana 
perikanan ikut memperhatikan aspek sosiologis seperti upaya peningkatan 
fasilitas untuk penangkapan ikan secara legal bagi masyarakat yang mata 
pencahariannya sebagai nelayan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Negara Indonesia merupakan sebuah negara maritim karena 
memiliki lautan yang lebih luas daripada daratannya dan biasa dikenal 
dengan sebutan Negara Maritim Indonesia (NMI). Negara Indonesia 
secara geografis memiliki luas 7,7 juta km2 yang terdiri dari daratan seluas 
1,9 juta km2 dan lautan seluas 5,8 juta km2, dimana luas Laut Teritorial 
Indonesia mencapai 3,1 juta km2 dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 
(ZEEI) seluas 2,7 km2. Selain itu, Negara Maritim Indonesia (NMI) memiliki 
bentangan garis pantai sepanjang 95.181 km.1 
Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia 
karena memiliki 17.499 pulau,  dimana terdiri dari 13.466 pulau yang 
bernama dan 4.033 pulau yang belum bernama.2 Indonesia yang 
merupakan sebuah negara kepulauan dikenal dengan sebutan 
Archipelago State. Pengertian Archipelago State yakni sebuah negara 
yang terdiri dari banyak pulau di mana laut, udara, dan daratan adalah 
satu kesatuan nusantara sebagai sebuah wawasan ideologi Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan kehendak sejarah 
dan dijamin oleh Hukum Laut Internasional. Dua pertiga dari luas 
Indonesia adalah lautan dan air sebagai sumber kehidupan membentengi 
ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. 
                                                          
1Freddy Numberi. 2015. “Kembalikan Kejayaan Negeri Bahari”. Jakarta : PT. Bhuana 
Ilmu Populer (Kelompok Gramedia), hlm. 6. 
2 Ibid. 
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Fakta bahwa Indonesia adalah sebuah negara dengan luas lautan 
duapertiga daripada daratan menandakan bahwa klaim Indonesia sebagai 
sebuah negara dengan potensi dunia bahari sangatlah besar. Fokus 
pengelolaan sumber daya alam yang selama ini lebih diorientasikan 
kepada sumber daya alam yang ada di daratan kemudian berusaha 
diseimbangkan oleh pemerintah dengan ikut memaksimalkan potensi 
sumber daya alam yang ada di laut. Pemerintahan Presiden Jokowi 
memilih pembangunan sektor maritim sebagai program unggulan dalam 
upaya meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kebijakan pemerintah 
tersebut dapat diamati melalui program tata bahari yang dicanangkan oleh 
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Terlepas dari pro dan 
kontra, kebijakan menenggelamkan kapal asing dan menangkap pencuri 
ikan dari warga negara asing merupakan suatu perwujudan bagaimana 
menegakkan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan wilayah khususnya di 
wilayah perairan. Akan tetapi, salah satu hal yang perlu diperhatikan 
adalah perlunya juga pengawasan ke dalam atau dalam artian 
pengawasan kepada nelayan lokal terhadap pemanfaatan dan 
pengelolaan sumber daya alam laut. 
Dalam konteks hukum perikanan, memanfaatkan sumber daya ikan 
adalah hak-hak setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam 
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan 
bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan. Dalam tanggung jawab pemanfaatan 
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sumber daya perikanan, maka yang menjadi sorotan adalah warga negara 
yang berprofesi sebagai nelayan. Definisi “nelayan” menurut Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang yang 
mata pencahariannya menangkap ikan. Nelayan melakukan penangkapan 
ikan yang merupakan pekerjaannya untuk mendapatkan nafkah bagi 
keperluan hidupnya dan keluarganya. Dalam konteks inilah negara wajib 
melindungi warga negaranya. Di samping hak nelayan dalam melakukan 
pekerjaannya menangkap ikan tersebut, maka dia wajib memperhatikan 
aspek-aspek kelestarian dari sumber daya ikan, yaitu melakukan 
penangkapan ikan yang tidak merusak lingkungan abiotik dan biotik 
lainnya.3 
 Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan merupakan 
salah satu metode penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem di 
dalam laut, khususnya terumbu karang dan dikategorikan sebagai salah 
satu bentuk illegal fishing. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengeboman ikan 
masih marak terjadi. Nelayan melakukan tindakan ini sebagai jalan pintas 
untuk lebih memperbanyak hasil tangkapan walaupun dengan resiko 
tinggi. Penggunaan bahan peledak bahkan membahayakan keselamatan 
bagi nelayan itu sendiri. Selain itu, pengeboman ikan juga berdampak 
pada menurunnya produktifitas perikanan yang secara tidak langsung 
mempengaruhi pendapatan nelayan pesisir dan mempengaruhi 
                                                          
3Marhaeni Ria Simbolo. 2010. “Hukum Perikanan nasional dan Internasional”. Jakarta : 
PT Gramedia Pustaka utama, hlm. 28-29. 
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kemampuan terumbu karang meminimalisir energi gelombang dan arus 
yang menerpa pantai. 
Kemiskinan dan lemahnya pengawasan praktik-praktik 
penangkapan ikan di negara berkembang menyebabkan destruksi 
ekosistem yang relatif lebih besar, khususnya di Asia, seperti Filipina, 
Thailand dan Indonesia. Dari berbagai studi diketahui bahwa kondisi 
terumbu karang di Indonesia yang relatif masih baik hanya sekitar 20% 
dari total luas terumbu karang yang ada. Penangkapan ikan dengan cara 
destruktif (bom, sianida) dan sejenisnya terjadi secara masif dan 
konsekuensi secara umum sudah diketahui akibatnya, yaitu menyebabkan 
penurunan sumber daya ikan untuk menyuplai kebutuhan industri 
perikanan secara berkelanjutan.4 
Kronologi kasus yang diambil oleh Penulis di Kabupaten Takalar 
dengan Terdakwa Sampara Dg. Nippi Bin Dg. Nyampa terjadi pada hari 
Rabu, tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya 
pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Maret 2013, bertempat di 
Wilayah Perairan Perikanan Indonesia tepatnya di Perairan +1 Mil Barat 
Daya Pulau Tanah Keke, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, 
yang dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik 
Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan 
dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat 
dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau 
                                                          
4Ahmad Fauzi, 2005. “Kebijakan Perikanan dan Kelautan, Isu, Sintesis dan Gagasan”. 
Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,hlm. 15. 
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lingkungannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan 
sebagai berikut :  
Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, 
ketika saksi Bripka Sarju bersama dengan saksi Brigadir Suyoko yang 
dipimpin oleh Iptu Akis masing-masing dari Anggota Kepolisian Perairan 
Polda Sulawesi Selatan melaksanakan tugas Patroli Wilayah di Perairan 
+1 Mil Barat Daya Pulau Tanah Keke Kabupaten Takalar, Propinsi 
Sulawesi Selatan, saksi-saksi tersebut menemukan perahu Lepa-Lepa 
milik Terdakwa yang sementara sedang berlayar di Perairan tersebut, 
sehingga Tim dari Kepolisian Perairan mendekat dan merapat ke perahu 
terdakwa, kemudian saksi Bripka Sarju bersama-sama dengan saksi 
Brigadir Suyoko melakukan pemeriksaan di atas perahu tersebut milik 
terdakwa, dan saksi-saksi menemukan bahan peledak yang dipergunakan 
oleh terdakwa sebagai alat untuk menangkap ikan di laut.  
Selanjutnya setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui 
bahwa pupuk Amonium Nitrat dan Detonator yang terangkai dengan 
sumbu api tersebut Terdakwa dapatkan dari Dg. Said yang termasuk DPO 
(Daftar Pencarian Orang) yang bertempat tinggal di Pulau Lilikang, 
Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan yang bekerja sebagai 
penjual kelapa dan terdakwa sendiri yang dating ke rumah Dg. Said untuk 
mengambil bahan peledak tersebut, dan Dg. Said mengetahui bahwa 
bahan peledak tersebut berupa pupuk Amonium Nitrat yang akan 
digunakan oleh Terdakwa  untuk menangkap ikan di laut. Dan terdakwa 
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juga mengakui pupuk Amonium Nitrat sebanyak 1/4 (seperempat) karung 
tersebut terdakwa beli dari Dg. Said dengan harga sebesar Rp. 
200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sumbu api dengan panjang 
+1/2 meter dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). 
Kemudian terdakwa merakit bahan peledak tersebut di rumah terdakwa di 
jalan Labbotallua Desa Mattiro Baji Kecamatan Mappakasunggu, 
Kabupaten Takalar, lalu Terdakwa menyimpan bahan peledak tersebut di 
atas Perahu Lepa-Lepa tanpa nama milik Terdakwa sendiri. 
Bahwa bahan Amonium Nitrat tersebut, Terdakwa campurkan 
dengan minyak tanah di dalam baskom, setelah itu Terdakwa 
memasukkan pupuk Amonium Nitrat yang telah dicampur minyak tanah ke 
dalam botol bekas dan siap untuk dipergunakan menangkap ikan. 
Terdakwa juga menjelaskan bagaimana caranya Terdakwa menangkap 
ikan dengan bahan peledak yaitu dengan cara apabila Terdakwa melihat 
banyak sekumpulan ikan, Terdakwa membakar bahan peledak yang telah 
dirakit tersebut dan kemudian terdakwa lemparkan ke arah sekumpulan 
ikan, selanjutnya ikan yang terkena bahan peledak akan mabuk/lemas 
sehingga mudah ditangkap dengan menggunakan jarring dan Terdakwa 
sudah menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan sebanyak +10 
kg ikan jenis campuran. 
Penggunaan bahan peledak seperti yang telah dijelaskan dalam 
contoh kronologi kasus yang diambil oleh Penulis di atas masuk dalam 
kategori illegal fishing sehingga perlu tindakan atau upaya dalam 
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mencegah, baik secara preventif maupun upaya represif. Dalam upaya 
preventif perlu pembinaan terhadap para nelayan dalam hal kesadaran 
akan dampak dari penggunaan bahan peledak. Secara represif peran 
sanksi seringkali dinilai penting dan sangat menentukan untuk tercapainya 
kepatuhan, terlebih lagi sanksi Hukum Pidana. Pelaksanaan penegakan 
hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam 
rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai 
dengan asas pengelolaan perikanan sehingga pembangunan perikanan 
dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, adanya kepastian 
hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. 
Upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan 
tersebut ialah dengan membuat dan mengesahkan paying hukum dalam 
bentuk Undang-Undang, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 
2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
Tentang Perikanan. Kedua undang-undang tersebut memberikan 
kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak 
pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 
dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah 
dirumuskan sanksi  pidana untuk beberapa jenis perbuatan yang 
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dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan. Ada beberapa jenis tindak 
pidana perikanan yang diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 101 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan beserta perubahannya 
di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Adapun tindak pidana 
perikanan ini terbagi atas tindak pidana pencemaran, perusakan 
sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan 
peledak, menggunakan bahan kimia, tindak pidana pengelolaan 
sumberdaya ikan dan tindak pidana usaha perikanan tanpa izin. 
Semua tindakan perusakan dan penangkapan ikan yang 
mengakibatkan kerusakan terhadap ekosistem dan biota-biota laut 
termasuk diantaranya terumbu karang hingga plangton yang hidup di 
dalam laut dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia dan 
macam-macam penggunaan alat bantu yang dapat merusak ekosistem 
yang ada di dalam laut perlu diperhatikan agar Undang-Undang tersebut 
dapat digunakan sebaik-baiknya untuk melindungi sumber daya alam laut 
Indonesia. 
Ketentuan pidana mengenai tindak pidana dalam bidang perikanan 
ini diatur dalam pasal 84 sampai Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2004 Tentang Perikanan beserta perubahannya di dalam Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009, misalnya pada Pasal 84 ayat (1) yang 
dirumuskan sebagai berikut :  
“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau 
pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, 
bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat 
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merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan 
dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).” 
 
Efektivitas sistem sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahannya di dalam Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai salah satu sarana untuk 
mewujudkan kebijakan lingkungan akan sangat dipengaruhi banyak faktor, 
salah satu diantaranya adalah perumusan kaidah hukumnya itu sendiri. 
Oleh karena itu, segala peraturan tentang tindak pidana 
penangkapan ikan yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang 45 Tahun 2009 
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak 
pidana pelanggaran penangkapan ikan, terutama pelaku yang dalam hal 
ini menggunakan alat bantu berupa bahan peledak yang dapat merusak 
ekosistem di dalam laut, khususnya terumbu karang karena dapat 
meninggalkan cacat permanen pada terumbu karang tersebut. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 
suatu permasalahan hukum dengan mengambil judul : “TINJAUAN 
YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN 
PELEDAK DALAM MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN (Studi Kasus 
Putusan No.54/Pid.Sus/2013/PN.TK)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan 
di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah interpretasi teori pemidanaan dalam putusan 
No.54/Pid.Sus/2013/PN.TK ? 
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil oleh majelis hakim 
terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam melakukan 
penangkapan ikan dalam putusan No.54/Pid.Sus/2013/PN.TK ? 
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam 
menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan 
bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan dalam putusan 
No.54/Pid.Sus/2013/PN.TK ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui interpretasi teori pemidanaan dalam putusan 
No.54/Pid.Sus/2013/PN.TK. 
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil oleh majelis hakim 
terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam melakukan 
penangkapan ikan dalam putusan No.54/Pid.Sus/2013/PN.TK. 
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan 
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bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan dalam putusan 
No.54/Pid.Sus/2013/PN.TK. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun penelitian ini dapat berguna, antara lain untuk : 
1. Dapat bermanfaat dalam memberikan informasi perkembangan ilmu 
hukum pada umumnya dan hukum pidana illegal fishing, khususnya 
berkaitan dengan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan 
bahan peledak.  
2. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan, 
khususnya kepada penulis dan umumnya bagi civitas akademika, 
mengenai penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana illegal 
fishing, khususnya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. 
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum 
dalam memberikan penanganan yang lebih baik lagi kedepannya pada 
kasus tindak pidana illegal fishing, khususnya penangkapan ikan 
menggunakan bahan peledak. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
Dalam ilmu hukum terdapat pula cabang-cabang yang 
memisahkan antara suatu bagian dengan bagian lainnya. Pembagian 
yang paling mendasar adalah antara hukum publik dan hukum privat. 
Adapun hukum publik salah satunya adalah mengenai tindak pidana. 
Jika dikaitkan dengan hukum, maka pembahasan spesifiknya ada 
pada hukum pidana. 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaarfeit”, di 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat 
penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan 
strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkam dengan 
delik, yang berasal dari bahasa latin, yakni kata delictum. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi kata delik tercantum sebagai 
berikut : 
“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.5 
Menurut Hans Kelsen, delik adalah suatu kondisi dimana sanksi 
diberikan berdasarkan norma hukum yang ada.6 
                                                          
5 Teguh Prasetyo. 2012. “Hukum Pidana”. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 47. 
6JimlyAsshiddiqie, Ali Safa’at M.2012.“Teori Hans Kelsen Tentang Hukum”. Jakarta 
:Konpres, hlm. 46. 
13 
 
Moeljatno  menerjemahkan  istilah  strafbaarfeit  dengan  
perbuatan  pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” 
menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang 
menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum, dimana pelakunya 
dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata 
“perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat 
berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.7 
Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang 
dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini 
selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang 
sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif 
(tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).8 
Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan 
strafbaarfeit, untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak 
pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa 
memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang 
dimaksud dengan perkataan strafbaarfeit tersebut. Pada dasarnya 
semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda 
“Strafbaarfeit”, sebagai berikut : 
1) Delik (delict).  
2) Peristiwa pidana (E.Utrecht). 
3) Perbuatan pidana. 
                                                          
7Ibid,hlm.48. 
8 Teguh Prasetyo. Op Cit. hlm. 50. 
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4) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. 
5) Hal yang diancam dengan hukum.  
6) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.  
7) Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang 
sampai sekarang).9 
Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua, yaitu : 
1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, 
yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan 
pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. 
2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh 
peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang 
dapat dihukum.10 
Keterangan Simons yang dikutip oleh Moeljatno adalah bahwa 
strafbaarfeit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, 
yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan 
yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel 
juga merumuskan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan orang 
(menselijkgedraging) yang dirumuskan dalam Wet yang bersifat melawan 
hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.11 
Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan 
                                                          
9 Tri Andrisman. 2011. “Hukum Pidana”. Bandar Lampung : Universitas Lampung, hlm. 
69. 
10Ibid,hlm. 70. 
11Moeljatno. 2008. "Asas-asas Hukum Pidana”. Jakarta :Rineka Cipta, hlm. 56. 
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melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-
undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana. Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar 
tertentu, antara lain sebagai berikut :12 
a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan 
antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang 
dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” 
dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian 
KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar 
bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan 
secara keseluruhan.  
b) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel 
delicten) dan tindak pidana materil (materil delicten). Tindak pidana 
formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 
dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 
362 KUHP, yaitu tentang pencurian. Pada tindak pidana materil, inti 
larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh 
karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana. 
c) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak 
pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja 
(culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang 
                                                          
12BardaNawawiArief. 2002. “Kebijakan Hukum Pidana”. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 
hlm. 82. 
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diatur di dalam KUHP, antara lain Pasal 338 KUHP mengenai 
pembunuhan yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa 
orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. 
Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada 
kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya 
seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan 
Pasal 360 KUHP.  
d) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi 
tindak pidana aktif (positif) dan tindak pidana pasif. Perbuatan aktif juga 
disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya 
diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, 
misalnya Pencurian pada Pasal 362 KUHP dan Penipuan pada Pasal 
378 KUHP. 
Tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 
a) Tindak pidana murni, adalah tindak pidana yang dirumuskan secara 
formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya 
berupa pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 
552 KUHP.  
b) Tindak pidana tidak murni, adalah tindak pidana yang pada dasarnya 
berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif 
atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang, tetapi dilakukan 
dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP 
mengenai yang ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut 
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meninggal.  
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis 
tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana 
pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana 
sengaja dan tindak pidana tidak disengaja serta tindak pidana aktif dan 
tindak pidana pasif. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita 
jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi 
menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur Subyektif dan  unsur-unsur 
Obyektif.13 Yang  dimaksud  dengan  unsur-unsur subyektif adalah unsur-
unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan 
diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang 
terkandung di dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur-
unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-
tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Menurut Lamintang, unsur-
unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
a) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa);  
b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti 
yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
                                                          
13P.A.F. Lamintang.1997.“Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”. Cetakan III. Bandung : 
PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 193. 
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c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang misalnya terdapat 
di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 
pemalsuan dan lain-lain;  
d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte read, misalnya 
seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP;  
e) Perasaan takut atau vress, antara lain seperti yang terdapat di dalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.  
Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah : 
1) Sifat melanggar atau wederrechtelijkheid;  
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai 
negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 
“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” di 
dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan 
antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan 
sebagai akibat.14 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah : 
a) Perbuatan;  
b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);  
c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).15 
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian 
                                                          
14Ibid,hlm. 194. 
15AdamiChazawi. 2010. “Pelajaran Hukum Pidana”, Bagian 1. Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada, hlm. 79. 
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ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. 
Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus 
perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian 
diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada 
umumnya dijatuhi pidana. 
Menurut bunyi batasan yang dimuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur 
tindak pidana adalah : 
a) Kelakuan manusia;  
b) Diancam dengan pidana;  
c) Dalam peraturan perundang-undangan.16 
Batasan yang dimuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat 
dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah : 
a) Perbuatan (yang); melawan hukum (yang berhubungan dengan);  
b) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);  
c) Dipertanggungjawabkan.  
Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dimuatnya secara 
panjang lebar, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut : 
a) Kelakuan (orang yang);  
b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;  
c) Diancam dengan hukuman;  
d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);  
e) Dipersalahkan/kesalahan.17 
                                                          
16Ibid, hlm. 80. 
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Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, 
namun pada hakekatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan 
antara unsur-unsur yang mengenai perbuatannya dengan unsur yang 
mengenai diri orangnya. 
 
 
B. Pidana dan Pemidanaan 
Dalam hukum pidana, umum kiranya ditemukan beberapa 
sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang 
dimaksud berkisar pada pengertian pidana, pengertian pemidanaan, 
tujuan pemidanaan, hingga jenis-jenis pemidanaan. 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
Pergaulan kehidupan dalam bermasyarakat tidak selamanya 
berjalan dengan apa yang diharapkan. Manusia akan selalu dihadapkan 
pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar 
sesamanya. Hal tersebut memerlukan hukum untuk memulihkan 
keseimbangan serta ketertiban dalam masyarakat. Pidana berasal dari 
kata straf (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. 
Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena sudah lazim dan 
merupakan terjemahan dari recht.18 
Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja 
dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa 
orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang 
                                                                                                                                                               
17Ibid, hlm. 81. 
18 Adam Chazawi. 2010. Op.cit. hlm. 24. 
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telah melanggar larangan hukum pidana yang secara khusus larangan 
dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaarfeit). 
Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya 
berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Manusia selalu dihadapkan 
pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar 
sesamanya. Oleh karena keadaan yang demikian ini, maka hukum 
diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam 
masyarakat. Istilah hukum pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan 
Strafrecht, sedangkan dalam bahasa Inggris istilah pidana disebut 
dengan Criminal Law. Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka 
perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat 
menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Sebagaimana 
pengertian di dalam ilmu sosial, maka dalam pengertian pidana itupun 
beberapa pakar memberikan arti yang berbeda berdasarkan pendapatnya 
masing-masing. 
Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh 
negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan 
sebagai nestapa.19 Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja 
dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak 
lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja 
mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang 
                                                          
19Sudarto. 1981.“Kapita Selekta Hukum Pidana”.Bandung :Alumni, hlm. 110 
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diakui dalam hukum. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana inilah yang 
membedakannya dengan bidang-bidang hukum yang lain. Inilah 
sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana 
terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada bidang hukum yang lain 
tidak memadai. 
Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi 
atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditampakkan 
negara kepada pembuat delik.20 Pengertian pidana menurut Roeslan 
Saleh ini pada dasarnya hampir sama dengan pengertian pidana dari 
Sudarto, yaitu bahwa pidana berwujud suatu nestapa, diberikan oleh 
negara, kepada pelanggar. Reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan 
oleh Roeslan Saleh ini menunjukkan bahwa suatu delik dapat 
memberikan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu berupa 
ancaman hukuman atau pidana. 
Van Hammel mengartikan pidana adalah suatu penderitaan yang 
bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang 
untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab 
dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata 
karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang 
harus ditegakkan oleh negara.21 
Beberapa pengertian serta ruang lingkup pidana atau straft atau 
                                                          
20Roeslan Saleh. 1987. “Stelsel Pidana Indonesia”. Jakarta : Bina Aksara, hlm. 5. 
21TolibSetiady. 2010.“Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia”.Bandung :Alfabeta, 
hlm. 19. 
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punishment tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pidana mengandung 
unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut : 
1) Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau 
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.  
2) Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai 
kekuasaan (oleh yang berwenang). 
3) Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana 
menurut undung-undang. 
Menurut  beberapa  pakar,  adapun  yang  dimaksud  dengan  
pemidanaan  atau straftoemeting yakni, Sudarto  menyatakan  perkataan  
pemidanaan  adalah  sinonim  dari  perkataan penghukuman. Tentang hal 
tersebut beliau berpendapat bahwa “Penghukuman itu berasal dari kata 
dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu 
peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan 
tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum 
pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni 
penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pemidanaan 
atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman 
dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan sentence atau 
veroordeling.”22 
Pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim 
merupakan pengertian “penghukuman” dalam arti sempit yang mencakup 
                                                          
22Sudarto.Op.cit. hlm.71. 
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bidang hukum pidana saja, dan maknanya sama dengan sentence atau 
veroordeling, misalnya dalam pengertian sentence conditionally atau 
voorwaardelijkveeroordeeld yang sama artinya dengan “dihukum 
bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.23 
Andi Hamzah dalam bukunya Tolib Setiady menyebutkan bahwa 
pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian 
pidana atau penghukuman. Pemberian pidana ini menyangkut dua arti, 
yaitu : 
1) Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang 
menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana in 
abstracto). 
2) Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan 
yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum 
pidana itu.24 
2. Jenis-Jenis Pidana 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan 
jenis-jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP berupa dua jenis 
pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri 
atas lima jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. 
Pengertian dari jenis-jenis sanksi pidana adalah sebagai berikut : 
A. Pidana Pokok 
Pidana pokok sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP 
                                                          
23Sudarto.Op.cit.hlm. 42. 
24Tolib Setiady. Op.cit.hlm. 21-22. 
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terdiri atas: 
1) Pidana Mati 
Pidana mati adalah pidana terberat dari semua pidana yang 
dicantumkan terhadap berbagai kejahatan di dalam hukum positif 
Indonesia. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang 
dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan 
atas seseorang akibat perbuatannya. Dikatakan terberat “karena” hal ini 
dapat dilihat dalam sistematika dan urutan pidana pokok pada Pasal 10 
KUHP yang dalam hal tersebut pidana mati berada pada urutan teratas. 
Namun, sanksi ini tidak dikenakan kepada semua jenis tindak pidana, di 
dalam KUHP hanya beberapa pasal saja yang menjatuhkan pidana mati 
sebagai sanksinya, yakni : 
a) Kejahatan terhadap negara yakni pada Pasal 104, 111 ayat (2), dan 
Pasal 124 ayat (3) KUHP.  
b) Pembunuhan dengan berencana, yakni pada Pasal 140 ayat (3) dan 
Pasal 340 KUHP.  
c) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan keadaan yang 
memberatkan, yakni pada Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) 
KUHP.  
d) Pembajakan di laut, pantai pesisir dan sungai yang dalam keadaan 
seperti apa yang disebutkan pada Pasal 444 KUHP.  
Selain itu, di luar KUHP juga terdapat beberapa peraturan 
perundangan-undangan yang mengancam pelaku tindak pidana dengan 
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ancaman pidana mati, biasanya tindak pidana yang masuk dalam kategori 
kejahatan luar biasa (extraordinary crime), yakni narkotika dan 
psikotropika pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009, terorisme pada Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2003, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat pada 
Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. 
2) Pidana Penjara 
Andi Hamzah menegaskan bahwa pidana penjara merupakan 
bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara 
atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk 
pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan.25 
Pidana penjara adalah bentuk pidana yang membatasi 
kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara 
dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat karena diancamkan terhadap 
berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan 
terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. 
Hukuman penjara minimal satu hari dan maksimal seumur hidup. Pidana 
penjara yang paling berat adalah penjara seumur hidup sedangkan yang 
paling ringan adalah minimal 1 hari. Pidana penjara pada KUHP selain 
diatur pada Pasal 10 KUHP, diatur pula secara lebih terperinci pada Pasal 
12 KUHP, yakni : 
(1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. 
                                                          
25 Andi Hamzah. 2010. “Asas-Asas Hukum Pidana”. Jakarta :Rineka Cipta, hlm. 187. 
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(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 hari dan paling 
lama 15 tahun berturut-turut. 
(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun 
berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh 
memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara 
selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan 
pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas 15 
tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan 
(concursus), pengulangan (residive), atau karena ditentukan Pasal 52 
KUHP. 
(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 
20 tahun. 
Pasal 12 KUHP tersebut menerapkan hukuman penjara lamanya 
seumur hidup atau sementara dan pidana penjara dilakukan dalam jangka 
waktu tertentu yakni minimal 1 hari dan paling lama 15 tahun atau dapat 
dijatuhkan selama 20 tahun, tetapi tidak boleh lebih dari 20 tahun. Pidana 
penjara banyak dianut oleh negara-negara sebagai salah satu sanksi 
kepada pelaku tindak pidana, beberapa negara-negara tersebut adalah 
Indonesia, Perancis, Filipina, Argentina, Korea, Jepang dan Amerika. 
Indonesia menggunakan istilah lain sebagai pengganti kata 
penjara, yakni Lembaga Pemasyarakatan (LP). Hal ini pertama kali 
muncul dan dikonsep pada Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan 
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yang pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964.26 Pada 
konferensi tersebut pada intinya adalah LP merupakan tempat bagi 
narapidana untuk dibina dan dibimbing secara mental dengan 
berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan bukan disiksa seperti penjara jaman 
kolonial lalu, sehingga dari pembinaan di dalam LP tersebut diharapkan 
narapidana ketika keluar dari LP bisa berguna di masyarakat, diterima di 
masyarakat (tidak dikucilkan), dan diharapkan tidak akan melakukan 
tindak pidana apapun lagi. 
3) Pidana Kurungan 
Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan 
kemerdekaan bagi si terhukum, yaitu pemisahan si terhukum dari 
pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya 
sama dengan hukuman penjara, yaitu merupakan perampasan 
kemerdekaan seseorang. Namun, pidana kurungan dapat dikatakan lebih 
ringan dibandingkan dari pidana penjara. Lamanya pidana kurungan ini 
ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang mengatur : 
a) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 hari dan paling lama 
1 tahun.  
b) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan paling lama 1 tahun 4 bulan jika 
ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan 
atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 (a) KUHP.  
c) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan.  
                                                          
26Marlina. 2011. “Hukum Penitensier”. Bandung : P.T.Refika Aditama, hlm. 10. 
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Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana 
kurungan minimal hanya 1 hari dan paling lama 1 tahun, tetapi batas 
maksimal adalah 1 tahun 4 bulan (bila ada pemberatan seperti pada Pasal 
52 KUHP). Hal ini tentunya berbeda dengan lama waktu ancaman pidana 
penjara, yaitu minimal 1 hari dan maksimal hukuman hanya 15 tahun 
penjara tapi bisa diperpanjang hingga 20 tahun. 
Perbedaan lainnya terletak pada hak pistole yang dimiliki oleh 
penerima sanksi pidana kurungan. Hak pistole adalah hak terpidana untuk 
membawa fasilitas dan kemudahan bagi dirinya sendiri dengan biayanya 
sendiri. Sanksi pidana kurungan dapat digantikan denda pengganti 
kurungan, hal ini tentu tidak dapat dilakukan oleh penerima sanksi pidana 
penjara. Hal lain yang menjadi pembeda antar keduanya terkait 
pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan di luar wilayah/daerah 
hukum terpidana, sedangkan pidana kurungan tidak bisa dilakukan di luar 
dari wilayah/daerah hukum terpidana. Ditambahkan bahwa terpidana 
penjara wajib mengikuti pembinaan sesuai aturan yang terdapat di 
Lembaga Pemasyarakatan (LP), namun hal tersebut tidak dapat 
dipaksakan kepada penerima pidana kurungan karena pelaksanaan 
pembinaan digantungkan kepada kemauan terpidana. 
4) Pidana denda 
Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang 
untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya 
dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pada urutan sistematika 
30 
 
pidana pokok Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa pidana denda berada 
pada urutan keempat atau urutan terakhir setelah pidana mati, pidana 
penjara dan pidana kurungan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana 
denda biasanya dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, dapat berupa 
pelanggaran ataupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diatur pada 
Pasal 10 KUHP, juga diatur secara lebih rinci pada Pasal 30 KUHP, yaitu : 
(1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen. 
(2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.  
(3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit 1 hari dan paling 
lama 6 bulan.  
(4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan 
demikian jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau 
kurang, dihitung 1 hari. Jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen 
dihitung paling banyak 1 hari demikian pula sisanya tidak cukup tujuh 
rupiah lima puluh sen. 
(5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan 
atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka 
pidana kurungan pengganti paling lama 8 bulan.  
(6) Pidana kurungan pengganti sekali-sekali tidak boleh lebih dari delapan 
bulan. 
Sehingga pidana denda pada KUHP paling sedikit adalah Rp.3,75.- 
namun tidak ada batasan maksimalnya dan apabila terpidana tidak bisa 
membayar pidana denda tersebut maka bisa diganti dengan pidana 
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kurungan sebagai pengganti yang minimal adalah 1 hari dan maksimal 6 
bulan, namun apabila terkait kasus pemberatan ataupun terkait Pasal 52 
KUHP bisa diperpanjang hingga 8 bulan dan tidak boleh lebih dari 8 bulan. 
Selain itu pidana denda tersebut bisa dibayarkan oleh orang lain 
sebagai perwakilan terpidana. Pada Pasal 31 KUHP juga dapat dikatakan 
keistimewaan lain dari pidana denda, bahwa apabila terpidana tidak bisa 
membayar sebagian dari pidana denda tersebut, maka pidana 
kurungannya pun dikurangi dengan seimbang. Terkait penjatuhan pidana 
denda ini hakim dalam putusannya harus menyesuaikan dengan 
kemampuan ekonomi terpidana. 
5) Pidana Tutupan 
Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk 
undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya 
dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar 
bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena 
terdorong oleh maksud yang patut dihormati.27 
Pidana tutupan adalah jenis pidana yang didasarkan pada Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana 
tutupan ini berdasarkan undang-undang tersebut dapat digunakan 
sebagai pidana pengganti penjara dan biasanya pidana ini dijatuhkan bagi 
pelaku kejahatan yang bersifat politik.28 
B. Pidana Tambahan  
                                                          
27 P.A.F. Lamintang. 1984. “Hukum Penitensier di Indonesia” Bandung : Amico, hlm. 147. 
28Tolib Setiady. Op.cit, hlm. 144. 
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Dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas :  
1) Pencabutan hak-hak tertentu. 
Pencabutan hak-hak tertentu dimaksudkan sebagai pencabutan 
segala hak yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga disebut 
“burgerlijkedood. Hak-hak yang dapat dicabut dalam putusan hakim dari 
hak si bersalah dimuat dalam Pasal 35 KUHP, yaitu : 
a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.  
b. Hak menjadi anggota angkatan bersenjata.  
c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan 
aturan-aturan umum.  
d. Hak menjadi penasihat hukum (raadsman) atau pengurus atas 
penetapan Pengadilan (gerechtelijkebewindvoerder), hak menjadi wali, 
wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang 
bukan anaknya sendiri.  
e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 
pengampuan atas anak sendiri.  
f. Hak menjalankan mata pencaharian (beroep) tertentu.  
Untuk berapa lamanya hakim dapat menetapkan berlakunya 
pencabutan hak-hak tersebut, hal ini dijelaskan dalam Pasal 38 KUHP, 
yaitu : 
1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya 
pencabutan seumur hidup. 
2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana 
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kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling 
banyak 5 tahun lebih lama dari pidana pokoknya.  
3. Dalam hal denda lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan 
paling banyak 5 tahun. 
2) Perampasan barang-barang tertentu 
Perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya 
dengan pidana denda. Dalam pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-barang 
yang dapat dirampas, yaitu : 
a) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan.  
b) Barang-barang yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan.  
Jika barang itu tidak diserahkan atau harganya tidak dibayar, maka 
harus diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan ini paling sedikit 1 hari 
dan paling lama 6 bulan. Jika barang itu dipunyai bersama, dalam 
keadaan ini, perampasan tidak dapat dilakukan karena sebagian barang 
kepunyaan orang lain akan terampas pula. 
3) Pengumuman putusan hakim. 
Pasal 43 KUHP menentukan bahwa apabila hakim memerintahkan 
supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) ini atau aturan yang lain, maka harus ditetapkan pula 
bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana 
tambahan berupa pengumuman keputusan hakim hanya dapat dijatuhkan 
dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Terhadap orang-orang 
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yang melakukan peristiwa pidana sebelum berusia 16 tahun, hukuman 
pengumuman tidak boleh dikenakan. 
Dasar hukum dari pidana tambahan selain dari apa yang tertera 
pada Pasal 10 KUHP adalah terdapat pada Pasal 43 KUHP dan untuk 
pidana tambahan ini hanya khusus untuk beberapa tindak pidana saja, 
seperti :29 
a) Menjalankan tipu muslihat dalam barang- barang keperluan Angkatan 
Perang dalam waktu perang.  
b) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang- barang yang 
membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.  
c) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain terluka 
atau mati.  
d) Penggelapan.  
e) Penipuan.  
f) Tindakan merugikan pemiutang. 
Pidana tambahan terdapat suatu tujuan dan manfaat yakni dengan 
adanya pengumuman putusan hakim yang pengumuman tersebut 
disiarkan di media cetak ataupun elektronik, maka masyarakat 
mengetahui pelaku serta hukuman dari suatu tindak pidana. 
 
 
 
                                                          
29Tolib Setiady. Op. Cit., hlm.109 
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C. Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai 
pertanggungjawaban pidana diisyaratkan toerekeningsvatbaarheid 
(kemampuan bertanggung jawab). Kemampuan bertanggungjawab itulah 
yang akan dijadikan alas an pembenar bilamana seseorang yang 
melakukan tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. 
Sebaliknya, apabila seseorang itu berdasarkan syarat-syarat tertentu yang 
menjadi alas an ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, maka 
ketidakmampuan bertanggung jawab tersebut menjadi alas an pembenar 
dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.30 
Menurut Satochid Kartanegara, kemampuan bertanggung jawab 
berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang, dimana keadaan jiwa 
seseorang itu harus memenuhi syarat-syarat :31 
1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat 
mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatan itu, sehingga dapat juga 
mengerti akan perbuatannya. 
2) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat 
menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu. 
3) Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu 
adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari 
sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila. 
                                                          
30 Roni Wiyanto, SH., MH. 2012. “Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia”. Bandung : 
CV.Mandar Maju, hlm. 186-187 
31 Ibid. hlm. 187 
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Menurut van Hamel yang dimaksud dengan kemampuan 
bertanggung jawab itu merupakan suatu keadaan yang normal dan suatu 
kedewasaan secara psikis yang membuat seseorang itu mempunyai tiga 
macam kemampuan, sebagai berikut :32 
1) Mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang 
ia lakukan. 
2) Mampu untuk menyadari bahwa tindakannya itu dapat atau tidak dapat 
dibenarkan oleh masyarakat. 
3) Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia 
lakukan. 
KUHP memberikan syarat-syarat bilamana keadaan jiwa seseorang 
dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana 
dijabarkan dalam pasal44 KUHP, yang berbunyi :33 
(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 
pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. 
(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada 
pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena 
penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu 
dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu satu tahun sebagai 
waktu percobaan.  
                                                          
32 Ibid., hlm. 188 
33 Ibid., hlm. 189 
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(3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, 
Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. 
 
D. Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Melakukan 
Penangkapan Ikan 
Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan maupun perubahannya di dalam Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009 tidak ditemukan apa yang dimaksud dengan “bahan peledak”. 
Namun, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1951, yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak 
termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam 
Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl No.168), semua jenis mesiu, bom-
bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnem), granat-granat tangan dan pada 
umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia 
tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan 
adukan bahan-bahan peledak (explosiven mengsels) atau bahan peledak 
pemasuk (inleidende explosiven) yang dipergunakan untuk meledakkan 
lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian 
amunisi. 
Senyawa kimia yang umumnya digunakan oleh nelayan sebagai 
isian bahan peledak untuk menangkap ikan adalah Amonium Nitrat. 
Amonium Nitrat yang rumusan kimianya biasa disebut dengan NH4NO3 
adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh amonia dan asam nitrat. 
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Senyawa kimia ini berupa kristal garam berwarna putih yang tidak berbau 
dan mudah larut dalam air. Amonium Nitrat umumnya digunakan pada 
banyak campuran pupuk karena dapat meningkatkan pertumbuhan dan 
hasil panen. Senyawa kimia ini juga biasa digunakan sebagai bahan 
peledak dalam bidang pertambangan untuk membantu penambang 
membuat lubang penambangan. Senyawa kimia Amonium Nitrat 
merupakan zat yang mudah meledak apabila disimpan di dalam ruangan 
tertutup dengan suhu yang tinggi. 
Bahan peledak yang pada umumnya digunakan oleh nelayan untuk 
menangkap ikan terdiri dari pupuk Amonium Nitrat, minyak tanah, botol 
bekas, detonator dan sumbu api. Senyawa kimia Amonium Nitrat 
(NH4NO3) apabila dicampurkan dengan senyawa hidrokarbon seperti 
bensin, solar atau minyak tanah akan menjadi bahan peledak yang 
disebut dengan Amonium Nitrat Fuel Oil (Anfo). Detonator rakitan yang 
terangkai dengan sumbu api menggunakan Anfo sebagai isian bahan 
peledak didalamnya. Detonator dan sumbu api merupakan bagian atau 
komponen dari rangkaian bom yang berfungsi untuk memicu terjadinya 
ledakan isian bahan peledak yang dapat digunakan untuk menangkap 
ikan di laut karena ikan-ikan yang terkena bahan peledak akan mabuk 
atau lemas sehingga mudah ditangkap dengan menggunakan jaring. 
Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah 
tindakan pemanfaatan sumber daya ikan dengan cara menangkap atau 
mengumpulkan ikan dengan menggunakan alat bantu berupa bahan 
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peledak yang juga beracun yang dapat merusak ekosistem terumbu 
karang dan sumber daya ikan serta lingkungannya di laut dimana bahan 
peledak itu digunakan. 
Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah salah satu 
cara yang digunakan oleh nelayan untuk mendapatkan ikan dalam jumlah 
yang besar dengan cara yang mudah namun sebenarnya sangat 
berbahaya, baik bagi nelayan itu sendiri ataupun untuk keberlangsungan 
dan kelestarian ekosistem laut. 
Penggunaan bahan peledak rakitan tersebut juga dapat 
mengakibatkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang dan sumber 
daya ikan serta lingkungannya yang berdampak pada menurunnya 
produktifitas perikanan yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan 
nelayan pesisir dan mempengaruhi kemampuan terumbu karang 
meminimalisir energi gelombang dan arus yang menerpa pantai. Terumbu 
karang yang telah rusak dan mati juga tidak dapat digunakan lagi oleh 
ikan untuk menjadi tempat tinggalnya sehingga keberlangsungan 
perkembangbiakan populasi ikan dan kelestariannya akan rusak juga dan 
hal ini akan berdampak untuk generasi anak cucu di masa depan. 
Penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan 
merupakan kegiatan yang dilarang dan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) 
sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan yang menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang melakukan 
penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan 
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bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau 
bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian 
sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia”. Meskipun demikian, kegiatan ini masih 
sering terjadi di wilayah perairan Indonesia. Hal ini dikarenakan sumber 
daya ikannya yang melimpah, namun kurangnya sarana dan armada 
pengawasan di wilayah perairan Indonesia yang sangat luas. 
Ketentuan pidana terhadap larangan penggunan bahan peledak 
yang dapat merusak ekosistem di dalam laut tersebut telah diatur di dalam 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta 
perubahannya di dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 pada 
Pasal 84 ayat (1) sampai ayat (4), misalnya Pasal 84 ayat (1) “yang” 
rumusannya adalah sebagai berikut : 
“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan 
perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau 
pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, 
bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat 
merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan 
dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).” 
 
E. Tinjauan Umum Tentang Illegal Fishing 
1. Pengertian Illegal Fishing 
Dalam peraturan perundang-undangan tentang kelautan, terutama 
menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi 
“kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam tindak kejahatan 
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maupun pelanggaran tidak terdapat istilah illegal fishing. Istilah ini terdapat 
dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut 
tentang apa itu illegal fishing.34 
Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan 
oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik 
penangkapan bertanggung jawab. Illegal fishing termasuk kegiatan 
malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan 
kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan illegal fishing umumnya bersifat 
merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. 
Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang 
kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan 
yang besar bagi nelayan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan 
dalam melakukan penangkapan dan termasuk ke dalam tindakan illegal 
fishing adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem 
seperti penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan racun, 
serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah karang. 
Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary, "Illegal" 
artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.35 "Fish" 
artinya ikan atau daging ikan dan "fishing" artinya penangkapan ikan 
                                                          
34NunungMahmudah. 2015. “Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di 
Wilayah Perairan Indonesia”. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 79. 
35 Peter Salim. 2003. “The Contemporary English Indonesian Dictionary”. Jakarta : 
Modern English Press, hlm. 65. 
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sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan 
pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa "illegal fishing" 
menurut bahasa Indonesia berarti menangkap ikan atau kegiatan 
perikanan yang dilakukan secara tidak sah. 
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah illegal fishing, yaitu 
pengertian Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing yang secara 
harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, 
kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau 
aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga 
pengelola perikanan yang tersedia.36 
Pengertian illegal fishing merujuk kepada pengertian yang 
dikeluarkan oleh International Plan of Action (IPOA) yang diprakarsai oleh 
Food Agriculture Organization (FAO) dalam konteks implementasi Code of 
Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Pengertian illegal fishing 
dijelaskan sebagai berikut :37 
1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu 
atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa 
izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan 
ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu 
(activities conducted by national or foreign vessels in water under the 
jurisdiction of a state, without permission of that state, or in 
                                                          
36Nunung Mahmudah. Op. Cit., hlm. 80. 
37Ibid. 
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contravention of its laws and regulation). 
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan 
berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota 
organisasi pengelolaan perikanan regional, Regional Fisheries 
Management Organization (RFMO) tetapi pengoperasian kapal-
kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan 
pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO 
wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang 
berkaitan dengan Hukum Internasional (activities conducted by vessels 
flying the flag of states that are parties to a relevant Regional Fisheries 
Management Organization (RFMO) but operate in contravention of the 
conservation and management measures adopted by the organization 
and by which states are bound, or relevant provisions of the applicable 
International Law). 
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-
undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-
aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO (activities in violation of 
national laws or international obligations, including those undertaken by 
cooperating stares to a relevant Regional Fisheries Management 
Organization (RFMO)).  
Walaupun IPOA-FAO Fishing telah memberikan batasan terhadap 
pengertian illegal fishing, dalam pengertian yang lebih sederhana dan 
bersifat operasional, illegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan 
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perikanan yang melanggar hukum. 
Nunung Mahmudah menjelaskan bahwa unreported fishing adalah 
kegiatan penangkapan ikan yang :38 
1. Tidak pernah dilaporkan atau secara tidak benar kepada instansi yang 
berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
nasional. 
2. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan 
secara tidak benar dan  tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari 
organisasi tersebut. 
Kegiatan unreported fishing yang umum terjadi di Indonesia adalah :39 
1. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang 
sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan. 
2. Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (transhipment 
di tengah laut). 
Kegiatan unregulated fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang :40 
1. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan 
pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan 
tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung 
jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan 
sesuai hukum internasional. 
2. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan 
perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan 
                                                          
38Ibid.,hlm. 82. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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atau yang mengibarkan bendera suatu negara  yang tidak menjadi 
anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak 
sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan 
pengelolaan dari organisasi tersebut. 
Kegiatan unregulated fishing yang terjadi di perairan Indonesia, antara lain 
karena masih belum diaturnya :41 
1. Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan 
penangkapan ikan yang ada. 
2. Wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarang. 
3. Pengaturan aktivitas sport fishing, kegiatan penangkapan ikan yang 
menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang. 
Beberapa modus atau jenis kegiatan illegal yang sering dilakukan 
oleh kapal ikan Indonesia, antara lain : penangkapan ikan tanpa memiliki 
izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan 
(SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)). Kegiatan ini 
memiliki izin, tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan 
(pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, 
pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi 
dokumen (misalnya pemalsuan dokumen pengadaan, registrasi dan 
perizinan kapal), transshipment di tengah laut, tidak mengaktifkan 
transmitter (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmitter), 
serta penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) dengan 
                                                          
41Ibid.,hlm. 82-83. 
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menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, 
dan/atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.42 
Secara umum tindakan illegal fishing yang terjadi di perairan 
Indonesia, antara lain : 
1. Penangkapan ikan tanpa izin;  
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;  
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan 
4. Penangkapan ikan dengan jenis (species) yang tidak sesuai dengan 
izin.43 
2. Perkembangan Illegal Fishing 
Tindakan illegal fishing terjadi hampir di seluruh belahan dunia. 
Illegal fishing merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi 
secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional. Pada masa 
ini, tindakan illegal fishing telah berubah cara beroperasinya bila 
dibandingkan dengan cara beroperasi pada pertengahan tahun 1990-an. 
Tindakan illegal fishing telah menjadi a highly sophisticated form of 
transnational organized crime, dengan ciri-ciri antara lain kontrol 
pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk 
tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut.44 
Tindakan illegal fishing belum menjadi isu trans-nasional yang 
diformulasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, secara 
                                                          
42Ibid.,hlm. 81 
43 Ibid. 
44Anonim. 2003. "Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices 
andPerpetrators".Australian Antartic Magazine 5 Winter, hlm. 16. 
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de facto, isu ini telah menjadi perhatian organisasi-organisasi dunia dan 
regional sebagai salah satu kejahatan terorganisasi yang merugikan 
negara dan mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan. Oleh 
karena itu, diperlukan suatu pengaturan khusus dalam rangka 
menanggulangi tindakan ilegal ini. Salah satu organisasi internasional 
yang mengatur isu ini adalah Food and Agriculture Organization (FAO). 
FAO telah menempatkan dan memformulasikan tindakan illegal 
fishing ke dalam ketentuan-ketentuan Code of Conduct for Responsible 
Fisheries (Code of Conduct). Ketentuan tersebut memperhatikan aspek 
keberlangsungan ekosistem dan sumber daya perikanan yang terkandung 
didalamnya. Selain itu, terdapat juga aspek ekonomi yang menjadi 
perhatian dalam tindakan illegal fishing. Menurut Nikijuluw "tindakan illegal 
fishing memiliki pengaruh cost-benefit paralysis (kelumpuhan ekonomi 
akibat tindakan kriminal) yang dianggap besar". Hal ini sangat sulit untuk 
diketahui besaran ekonominya secara akurat. 
Sama halnya dengan tindakan illegal fishing yang terjadi di 
kawasan dan negara lain di dunia, Indonesia pun tidak memiliki data dan 
angka yang pasti mengenai illegal fishing yang terjadi diperairannya. 
Namun, beberapa peneliti dan lembaga di Indonesia telah melakukan 
estimasi nilai kerugian tindakan illegal fishing yang terjadi berdasarkan 
asumsi dan temuan di lapangan. Menurut Rokhmin Dahuri, sampai tahun 
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2002 nilai kerugian negara akibat tindakan illegal fishing mencapai angka 
US$1.362 miliar per tahun.45 
Tingginya angka tindakan illegal fishing di perairan Asia Tenggara 
dan Pasifik serta kondisi overfishing yang mengancam keberlangsungan 
sumber daya perikanan dan kelautan, membuat negara-negara di sekitar 
kawasan tersebut saling berkerja sama untuk melakukan penanggulangan 
illegal fishing dengan membentuk International Plan of Action to Prevent, 
Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (The 
IPOA IUU Fishing). 
 
F. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan hakim adalah argument atau alasan yang dipakai 
oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum 
memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini 
dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam 
persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari 
keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. 
Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa :46 
“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian 
unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut 
                                                          
45 Victor P. H. Nikijuluw. 2008. “Blue Water Crime : Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan 
Ilegal”, Jakarta : P.T. Pustaka Cidesindo, hlm. 67. 
46Lilik Mulyadi. 2007.“Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana”. P.T. Citra Aditya 
Bakti : Bandung, hlm. 193. 
49 
 
memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut 
umum/dictum putusan hakim.” 
Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim 
dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni pertimbangan yuridis dan 
pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan 
hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus 
dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, 
keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-
pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-
yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, 
kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.47 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, 
waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu 
dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung 
atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang 
digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya atau tidak. 
Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah 
hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh 
penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga 
harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan 
                                                          
47MuhammadRusli. 2007.“Hukum Acara Pidana Kontemporer”. P.T. Citra AdityaBakti : 
Bandung, hlm 212-221. 
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posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan 
pendiriannya. 
Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan 
hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau 
memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memperberatkan misalnya 
terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (Recidivis), karena 
jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.48 Hal-hal yang 
bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal percobaan 
dan pembantuan kejahatan.49 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai 
dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan 
perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. 
Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk 
mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Berkaitan dengan hal ini, Achmad Ali berpendapat bahwa di 
kalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa 
                                                          
48AdamiChazawi. 2002. “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 Penafsiran Hukum Pidana, 
Dasar Peniadaan, Pemberatan &Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan& Ajaran 
Kausalitas”. Op. Cit., hlm. 73. 
49Ibid.,hlm. 97. 
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melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, 
yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-
asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam 
kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian 
moral dan kajian ilmu hukum (normatif).50 
Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di 
Indonesia, Mr. M.H. Tirtaatmaja mengutarakan cara hakim dalam 
menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia 
harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh 
masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal 
dan adil”. Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan : 
a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang 
berat atau ringan). 
b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. 
c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang 
memberatkan dan meringankan). 
d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-
ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat untuk satu kali ini 
saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun 
seorang yang telah berusia tinggi.  
e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana. 
f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu. 
                                                          
50 Achmad Ali. 2009. “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence)”. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 200. 
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g. Kepentingan umum (hukum pidana diadakan untuk melindungi 
kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu menuntut 
suatu penghukuman berat terhadap pelanggaran pidana, misalnya 
penyelundupan, membuat uang palsu pada waktu negara dalam 
keadaan ekonomi yang buruk. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan 
dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka 
penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di wilayah 
Kabupaten Takalar dan memfokuskan lokasi penelitian pada Pengadilan 
Negeri Takalar. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa 
Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat diputusnya perkara 
No.54/Pid.Sus/2013/PN.TK yang merupakan obyek sasaran kasus yang 
diangkat oleh penulis. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 
penerapan hukum pidana terhadap kasus tersebut dan apa yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Selain itu, 
penulis juga akan melakukan kajian pustaka di perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin dan perpustakaan pusat Universitas 
Hasanuddin.  
  
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini 
terdiri dari : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 
secara langsung dengan pihak terkait yakni hakim di Pengadilan Negeri 
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Takalar untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan 
penulis untuk penulisan skripsi ini. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh dan bersumber dari 
penelaahan studi kepustakaan berupa buku-buku literatur, dokumen-
dokumen, karya ilmiah, makalah, artikel, serta peraturan perundang-
undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan 
penulisan skripsi ini.  
 
C. Metode Pengumpulan Data 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dalam rangka 
mengumpulkan data dan bahan-bahan yang diperlukan adalah sebagai 
berikut : 
1. Penelitian Lapangan (Field Research), yakni penelitian yang dilakukan 
oleh penulis dengan melakukan wawancara yang mana penulis 
kumpulkan dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung 
kepada responden dalam hal ini adalah hakim atau ahli hukum yang 
mengerti tentang obyek penelitian penulis. 
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yakni penelitian yang 
dilakukan oleh penulis dengan cara meneliti dan mengadakan 
penelusuran bahan-bahan pustaka berupa literatur-literatur, peraturan 
perundang-undangan, karya ilmiah, makalah, artikel, dan dokumentasi 
dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini untuk 
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mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli ini dilihat 
relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.    
 
D. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun sekunder, 
merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis kualitatif, dimana proses pengelolaan datanya 
yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup 
kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara dedukatif dengan 
menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta 
menafsirkan data berdasarkan teori dengan berlandaskan kepada dasar-
dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat 
khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
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BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
A. Interpretasi Teori Pemidanaan Dalam Putusan 
No.54/Pid.Sus/2013/PN.TK.  
Tindak pidana perikanan adalah sebuah tindak pidana khusus atau 
di luar kodifikasi. Tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Dalam 
perkembangannya Undang-Undang sebelumnya dinilai belum mampu 
menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang 
mampu mengantisipasi kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi 
dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan karena alasan tersebut 
perlu dilakukan perubahan.  
Dalam undang-undang ini, perikanan diartikan sebagai semua 
kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan 
sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, 
pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu 
bisnis perikanan. Penangkapan ikan diartikan sebagai kegiatan untuk 
memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan 
dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan 
kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, 
menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Sedangkan 
pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, 
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dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan 
yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk 
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah 
dan/atau mengawetkannya.51 
Terkait dengan putusan No.54/Pid.Sus/2013/PN.TK. domainnya 
adalah tindak pidana perikanan. Pasal 84 ayat Tentang Perikanan (1) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 jika diuraikan 
rumusan tindak pidana sebagai berikut ini : 
- Setiap orang; 
- Dengan sengaja; 
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; 
- Melakukan penangkapan Ikan dan/atau pembudidayaan ikan; 
- Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat 
dan/atau cara, dan/atau bangunan; 
- Dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber 
daya ikan sebagaimana dimaksud; 
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 
denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (Satu milyar dua 
ratus juta rupiah).  
Dari rumusan pemidanaan tersebut dapat diurai unsur-unsur tindak 
pidana yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana dalam kasus yang 
penulis angkat. 
                                                          
51 Ruslan Renggong. 2013. “Hukum Pidana Khusus, Uraian Tentang Tindak Pidana Di Luar 
Kodifikasi”. Jakarta : Agra Madina Mulia, hlm. 38. 
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B. Penerapan Hukum Pidana Materil Oleh Majelis Hakim Terhadap 
Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Melakukan 
Penangkapan Ikan Dalam Putusan No.54/Pid.Sus/2013/PN.TK.  
Putusan pidana Nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.TK tentang sebuah 
kasus tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana 
Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 
2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. 
1. Posisi Kasus  
Bahwa terdakwa SAMPARA DG. NIPPI BIN. DG. NYAMPA pada 
hari rabu, tanggal 20 maret 2013 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-
tidaknya pada waktu yang lain yang termasuk pada bulan Maret 2013, 
bertempat di Wilayah Perairan Perikanan Indonesia tepatnya di Perairan 
+1 Mil Barat Daya Pulau Tanah Keke, Kabupaten Takalar, Provinsi 
Sulawesi Selatan, yang dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau 
pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, 
bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat 
merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan 
dan/atau lingkungannya.  
Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, 
ketika saksi BRIPKA SARJU bersama dengan saksi BRIGADIR SUYOKO 
yang dipimpin oleh IPTU AKIS masing-masing dari Anggota Kepolisian 
Perairan Polda Sulawesi Selatan melaksanakan tugas Patroli Wilayah di 
59 
 
Perairan +1 Mil Barat Daya Pulau Tanah Keke, Kabupaten Takalar, 
Provinsi Sulawesi Selatan, saksi-saksi tersebut menemukan Perahu Lepa-
Lepa milik Terdakwa. Kemudian Saksi menemukan bahan peledak yang 
dipergunakan oleh terdakwa untuk menangkap ikan. Pemeriksaan di atas 
perahu Lepa-Lepa tanpa nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan 
ditemukan benda/barang berupa : 3 (tiga) botol bekas diduga berisi pupuk 
Amonium Nitrate, 2 (dua) biji Detonator yang terangkai dengan sumbu api, 
1 (satu) pasang sepatu bebek, 1 (satu) buah kacamata selam, + 10 
(sepuluh) kg ikan jenis campuran. Setelah diinterogasi Terdakwa 
mengakui bahwa pupuk Amonium Nitrat dan Detonator yang terangkai 
dengan sumbu api tersebut Terdakwa dapatkan dari DG. SAID yang 
termasuk DPO (daftar pencarian orang) yang bertempat tinggal di Pulau 
Lilikang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan yang bekerja 
sebagai penjual kelapa.  
Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang 
Makassar Nomor : lab. : 433/BHF/III/2013 tanggal 28 maret 2013 yang 
dibuat dan ditandatangani oleh Nursalam Mappa, yang menerangkan 
bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol warna coklat bekas minuman 
merek San Miguel didalamnya berisi butiran-butiran warna putih dengan 
berat + 547 kg positif Amonium Nitrat, 1 (satu) buah sumbu api pabrikan 
dengan panjang masing-masing 29,01 mm dan diameter 5,17 mm positif 
sulfur, karbon dan klorat, 1 (satu) buah detonator rakitan dengan panjang 
57,45 mm dan diameter 7,81 mm positif Amonium Nitrat. Dan jika 
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dicampur dengan senyawa hidrokarbon sepert bensin, solar dan minyak 
tanah akan menjadi bahan peledak yang disebut dengan Amonium Nitrat 
Fuel Oil (Anfo) akan menjadi sebuah bom yang biasa digunakan untuk 
menangkap ikan.  
Tindak pidana perikanan mencakup segala tindakan hukum  
berupa tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh subjek 
hukum melalui proses peradilan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
 
Dalam kasus ini Penuntut Umum mengajukan dakwaan 
Subsidaritas, yaitu dakwaan yang berisi lebih dari satu dakwaan terhadap 
terdakwa yang disusun berdasarkan kualifikasi tindak pidana yang paling 
berat sampai tindak pidana ringan. Terdakwa diajukan dipersidangan oleh 
Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat 
dakwaan penuntut umum pada Kejaksaan tinggi Takalar Nomor Register 
Perkara: PDS-01/R.4.32/Ft.1/04/2013, tertanggal 22 April 2013.  
DAKWAAN PRIMAIR : 
Bahwa ia terdakwa SAMPARA DG. NIPPI BIN. DG. NYAMPA pada 
hari rabu, tanggal 20 maret 2013 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-
tidaknya pada waktu yang lain yang termasuk pada bulan Maret 2013, 
bertempat di Wilayah Perairan Perikanan Indonesia tepatnya di Perairan + 
1 Mil Barat Daya Pulau Tanah Keke Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi 
Selatan, yang dengan sengaja di Wilayah pengelolaan Perikanan 
Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau 
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pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, 
bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat 
merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / 
atau lingkungannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan 
perbuatan antara lain sebagai berikut :  
- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, 
ketika saksi BRIPKA SARJU bersama dengan saksi BRIGADIR 
SUYOKO yang dipimpin oleh IPTU AKIS masing-masing dari 
Anggota Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Selatan 
melaksanakan tugas Patroli Wilayah di Perairan +1 Mil Barat Daya 
Pulau Tanah Keke, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, 
saksi-saksi tersebut menemukan Perahu Lepa-Lepa milik Terdakwa 
yang sementara sedang berlayar di Perairan tersebut sehingga Tim 
dari Kepolisian Perairan mendekat dan merapat ke perahu 
terdakwa, kemudian saksi BRIPKA SARJU bersama-sama dengan 
saksi BRIGADIR SUYOKO melakukan pemeriksaan diatas perahu 
tersebut milik Terdakwa, dan saksi-saksi menemukan bahan 
peledak yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk 
menangkap ikan di laut; 
- Selanjutnya setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui 
bahwa pupuk Amonium Nitrat dan Detonator yang terangkai 
dengan sumbu api tersebut Terdakwa dapatkan dari DG. SAID 
yang termasuk DPO (daftar pencarian orang) yang bertempat 
tinggal di Pulau Lilikang Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi 
Selatan yang bekerja sebagai penjual kelapa dan terdakwa sendiri 
yang datang ke rumah DG. SAID untuk mengambil bahan peledak 
tersebut, dan DG. SAID mengetahui bahwa peledak tersebut 
berupa pupuk Amonium Nitrat yang akan digunakan oleh Terdakwa 
untuk menangakap ikan di laut. Dan Terdakwa juga mengakui 
pupuk Amonium Nitrat sebanyak 1/4 (seperempat) karung tersebut 
Terdakwa beli dari DG. SAID  dengan harga sebesar Rp. 
200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sumbu api 
sepanjang +1/2 meter dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima 
puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa merakit bahan peledak 
tersebut di rumah Terdakwa di jalan Labbotallua Desa Mattiro Baji 
Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, lalu Terdakwa 
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menyimpan bahan peledak tersebut di atas Perahu Lepa-Lepa 
tanpa nama milik Terdakwa sendiri; 
- Bahwa bahan Amonium Nitrat tersebut, Terdakwa campurkan 
dengan minyak tanah di dalam baskom, setelah itu terdakwa 
memasukkan pupuk Amonium Nitrat yang telah dicampur minyak 
tanah tersebut ke dalam botol bekas dan siap untuk dipergunakan 
menangkap ikan. Terdakwa juga menjelaskan bagaimana cara 
Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, 
yaitu dengan cara apabila terdakwa melihat banyak sekumpulan 
ikan, terdakwa membakar bahan peledak yang telah dirakit tersebut 
dan kemudian terdakwa lemparkan ke arah sekumpulan ikan, 
selanjutnya ikan yang terkena bahan peledak akan mabuk/lemas 
sehingga mudah ditangkap dengan menggunakan jaring dan 
Terdakwa sudah menggunakan bahan peledak untuk menangkap 
ikan sebanyak +10 kg ikan jenis campuran. 
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di atas perahu Lepa-Lepa 
tanpa nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan ditemukan 
benda/barang berupa : 
1. 3 (tiga) botol bekas diduga berisi pupuk Amonium Nitrate; 
2. 2 (dua) biji Detonator yang terangkai dengan sumbu api; 
3. 1 (satu) pasang sepatu bebek; 
4. 1 (satu) buah kacamata selam; 
5. +10 (sepuluh) kg ikan jenis campuran. 
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri 
Cabang Makassar Nomor : lab. : 433/BHF/III/2013 tanggal 28 maret 
2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nursalam Mappa, yang 
menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol warna 
coklat bekas minuman merek San Miguel didalamnya berisi butiran-
butiran warna putih dengan berat + 547 kg positif Amonium Nitrat, 1 
(satu) buah sumbu api pabrikan dengan panjang masing-masing 
29,01 mm dan diameter 5,17 mm positif sulfur, karbon dan klorat, 1 
(satu) buah detonator rakitan dengan panjang 57,45 mm dan 
diameter 7,81 mm positif Amonium Nitrat. 
- Bahwa selanjutnya senyawa kimia Amonium Nitrat (NH4NO3) 
apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon sepert bensin, solar 
dan minyak tanah akan menjadi bahan peledak yang disebut 
dengan Amonium Nitrat Fuel Oil (Anfo). Detonator rakitan 
menggunakan Anfo sebagai isian bahan peledak didalamnya. 
Sumbu api pabrikan menggunakan campuran senyawa sulfur, 
karbon dan klorat yang disebut dengan black powder sebagai isian 
63 
 
bahan peledaknya. Detonator dan sumbu api merupakan bagian 
atau komponen dari rangkaian bom yang berfungsi untuk memicu 
terjadinya isian bahan peledak utama dari bom yang dapat 
digunakan untuk menangkap ikan di laut dan mengakibatkan 
kerusakan pada ekosistem laut; 
- Akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan bahan peledak 
untuk menangkap ikan dapat merusak ekosistem terumbu karang 
dan sumber daya ikan serta lingkungannya yang berdampak pada 
menurunnya produktifitas perikanan yang dapat mempengaruhi 
kemampuan terumbu karang meminimalisir energi gelombang dan 
arus  yang menerpa pantai. 
Perbuatan terdakwa SAMPARA DG. NIPPI BIN. DG NYAMPA 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 
sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009 tentang Perikanan.  
DAKWAAN SUBSIDAIR :  
Bahwa terdakwa SAMPARA DG. NIPPI BIN. DG NYAMPA pada hari 
Rabu, tanggal 20 Maret 2013 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya 
pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Maret 2013, bertempat di 
Wilayah Perairan Perikanan Indonesia tepatnya di Perairan +1 Mil Barat 
Daya Pulau Tanah Keke Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, 
yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau 
menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan 
yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal 
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara 
lain sebagai berikut : 
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- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, 
ketika saksi BRIPKA SARJU bersama dengan saksi BRIGADIR 
SUYOKO yang dipimpin oleh IPTU AKIS masing-masing dari 
Anggota Kepolisian Perairan Polda Sulawesi Selatan 
melaksanakan tugas Patroli Wilayah di Perairan +1 Mil Barat Daya 
Pulau Tanah Keke, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, 
saksi-saksi tersebut menemukan Perahu Lepa-Lepa milik Terdakwa 
yang sementara sedang berlayar di Perairan tersebut, sehingga 
Team dari Kepolisian Perairan mendekat dan merapat ke perahu 
terdakwa, kemudian saksi BRIPKA SARJU bersama-sama dengan 
saksi BRIGADIR SUYOKO melakukan pemeriksaan di atas perahu 
tersebut milik Terdakwa, dan saksi-saksi menemukan bahan 
peledak yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk 
menangkap ikan di laut; 
- Selanjutnya setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui 
bahwa pupuk Amonium Nitrat dan Detonator yang terangkai 
dengan sumbu api tersebut Terdakwa dapatkan dari DG. SAID 
yang termasuk DPO (daftar pencarian orang) yang bertempat 
tinggal di Pulau Lilikang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi 
Selatan, yang bekerja sebagai penjual kelapa dan terdakwa sendiri 
yang datang ke rumah DG. SAID untuk mengambil bahan peledak 
tersebut, dan DG. SAID mengetahui bahwa peledak tersebut 
berupa pupuk Amonium Nitrat yang akan digunakan oleh Terdakwa 
untuk menangkap ikan di laut dan Terdakwa juga mengakui pupuk 
Amonium Nitrat sebanyak 1/4 (seperempat) karung tersebut 
Terdakwa beli dari DG. SAID  dengan harga sebesar Rp. 
200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sumbu api 
sepanjang +1/2 meter dengan harga sebesar Rp. 50.000,00 (lima 
puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa merakit bahan peledak 
tersebut di rumah Terdakwa di jalan Labbotallua Desa Mattiro Baji 
Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, lalu Terdakwa 
menyimpan bahan peledak tersebut di atas Perahu Lepa-Lepa 
tanpa nama milik Terdakwa sendiri; 
- Bahwa bahan Amonium Nitrat tersebut, Terdakwa campurkan 
dengan minyak tanah di dalam baskom, setelah itu terdakwa 
memasukkan pupuk Amonium Nitrat yang telah dicampur minyak 
tanah tersebut ke dalam botol bekas dan siap untuk dipergunakan 
menangkap ikan. Terdakwa juga menjelaskan bagaimana cara 
Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, 
yaitu dengan cara apabila terdakwa melihat banyak sekumpulan 
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ikan, terdakwa membakar bahan peledak yang telah dirakit tersebut 
dan kemudian terdakwa lemparkan ke arah sekumpulan ikan, 
selanjutnya ikan yang terkena bahan peledak akan mabuk/lemas 
sehingga mudah ditangkap dengan menggunakan jaring dan 
Terdakwa sudah menggunakan bahan peledak untuk menangkap 
ikan sebanyak +10 kg ikan jenis campuran. 
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di atas perahu Lepa-Lepa 
tanpa nama yang dinahkodai oleh Terdakwa dan ditemukan 
benda/barang berupa : 
1 3 (tiga) botol bekas di duga berisi pupuk Amonium Nitrate; 
2 2 (dua) biji Detonator yang terangkai dengan sumbu api; 
3 1 (satu) pasang sepatu bebek; 
4 1 (satu) buah kacamata selam; 
5 +10 (sepuluh) kg ikan jenis campuran 
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri 
Cabang Makassar Nomor : lab. : 433/BHF/III/2013 tanggal 28 maret 
2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nursalam Mappa, yang 
menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol warna 
coklat bekas minuman merek San Miguel didalamnya berisi butiran-
butiran warna putih dengan berat + 547 kg positif Amonium Nitrat, 1 
(satu) buah sumbu api pabrikan dengan panjang masing-masing 
29,01 mm dan diameter 5,17 mm positif sulfur, karbon dan klorat, 1 
(satu) buah detonator rakitan dengan panjang 57,45 mm dan 
diameter 7,81 mm positif Amonium Nitrat. 
- Bahwa selanjutnya senyawa kimia Amonium Nitrat (NH4NO3) 
apabila dicampur dengan senyawa hidrokarbon sepert bensin, solar 
dan minyak tanah akan menjadi bahan peledak yang disebut 
dengan Amonium Nitrat Fuel Oil (Anfo). Detonator rakitan 
menggunakan Anfo sebagai isian bahan peledak didalamnya. 
Sumbu api pabrikan menggunakan campuran senyawa sulfur, 
karbon dan klorat yang disebut dengan black powder sebagai isian 
bahan peledaknya. Detonator dan sumbu api merupakan bagian 
atau komponen dari rangkaian bom yang berfungsi untuk memicu 
terjadinya isian bahan peledak utama dari bom yang dapat 
digunakan untuk menangkap ikan di laut dan mengakibatkan 
kerusakan pada ekosistem laut. 
- Akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan bahan peledak 
untuk menangkap ikan dapat merusak ekosistem terumbu karang 
dan sumber daya ikan serta lingkungannya yang berdampak pada 
menurunnya produktifitas perikanan yang dapat mempengaruhi 
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kemampuan terumbu karang meminimalisir energi gelombang dan 
arus  yang menerpa pantai. 
Perbuatan terdakwa SAMPARA DG. NIPPI BIN. DG NYAMPA 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana 
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
tentang Perikanan. 
Adapun sebagai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum 
dalam persidangan adalah beberapa saksi-saksi seperti terlampir di 
bawah ini :  
- SARJU (Petugas Kepolisian Satpolair Polda Sulsel) 
- SUYOKO (Petugas Kepolisian Satpolair Polda Sulsel) 
- Sudirman (Petugas kepolisian dari Satpolair Polda Sulsel) 
- AMBO RAPPE,S.Sos. (Saksi Ahli).  
- Keterangan Terdakwa. 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
1. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar 
No.Reg.Perkara: PDS-01/R.4.32/Ft.1/04/2013, Tertanggal 22 April 
2013;  
2. Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat 
bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan 
sebagaimana dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, selanjutnya 
menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terdakwa 
sebagai berikut :  
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1) Menyatakan Terdakwa SAMPARA DG NIPPA BIN. DG. 
NYAMPA secara sah menurut bersalah melakukan tindak 
pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana 
Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 sebagaimana 
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pada 
dakwaan primair; 
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMPARA DG. NIPPI 
BIN. DG. NYAMPA, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) 
bulan, dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam 
tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam 
tahanan  Rutan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan; 
3) Menyatakan bukti berupa : 
 1 (satu) unit perahu lepa-lepa, dirampas untuk negara; 
 3 (tiga) botol bekas diduga berisi pupuk Amonium Nitrate; 
 2 (dua) biji Detonator yang terangkai dengan sumbu api; 
 1 (satu) pasang sepatu bebek; 
 1 (satu) buah kacamata selam; 
 + 10 (sepuluh) kg ikan jenis campuran. 
4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). 
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4. Amar Putusan  
 
Memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan 
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009  tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan 
dengan perkara ini : 
1. Menyatakan terdakwa SAMPARA DG. NIPPI BIN. DG. 
NYAMPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA DI WILAYAH 
PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 
MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN 
MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK YANG DAPAT 
MERUGIKAN DAN/ATAU MEMBAHAYAKAN KELESTARIAN 
SUMBER DAYA IKAN DAN/ATAU LINGKUNGANNYA”; 
 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMPARA DG. NIPPI 
BIN. DG. NYAMPA tersebut. Oleh karena itu, dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan 
pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 
 
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan dan 
masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 
 
- 1 (satu) unit perahu lepa-lepa;  
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Dirampas untuk Negara 
- 3 (tiga) botol bekas diduga berisi pupuk Amonium Nitrate; 
- 2 (dua) biji Detonator yang terangkai dengan sumbu api; 
- 1 (satu) pasang sepatu bebek; 
- 1 (satu) buah kacamata selam; 
- +10 (sepuluh) kg ikan jenis campuran. 
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah). 
5. Analisis Penulis Terhadap Putusan  
 
Dari uraian kasus tersebut berdasarkan posisi kasus, maka penulis 
dapat menyimpulkan bahwa putusan telah sesuai dengan ketentuan 
penerapan pidana materiil maupun formil dan syarat dapat dipidananya 
seseorang terdakwa. Hal ini didasarkan pada Yudex Factie (fakta-fakta 
hukum) yang disampaikan pada pemeriksaan dipersidangan, alat bukti 
yang diajukan oleh jaksa penuntut umum termasuk keterangan saksi dan 
ahli yang berkesesuaian ditambah dengan keterangan terdakwa mengakui 
secara jujur perbuatannya. Namun, Hakim menilai tidak ada alasan 
pemaaf  ataupun pembenar yang bisa menghapus unsur pemidanaannya. 
Dengan alasan itu Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah 
secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Primair dan Subsidair 
Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang 
Perikanan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :  
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a) Unsur Subjektif  “Pelaku/Setiap Orang” : 
- Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini 
adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang  dihadapkan 
oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan 
persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu 
perbuatannya yang telah dilakukannya; bahwa di persidangan 
telah dihadapkan seseorang bernama SAMPARA DG. NIPPI 
BIN. DG. NYAMPA  sebagaimana tersebut di dalam dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi 
dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata 
benar ia adalah TERDAKWA SAMPARA DG. NIPPI BIN DG. 
NYAMPA identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta 
Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung 
jawab sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah 
terpenuhi.  
b) Unsur Objektif (Perbuatan)  
“Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik 
Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan 
ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, dan/atau 
bahan peledak. Alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat 
merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan 
dan/atau lingkungannya”.  
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- Unsur Kesengajaan  
Unsur ini terbukti berdasarkan alat bukti : 
1. Keterangan saksi I dan II yang menemukan bahan peledak 
yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk 
menangkap ikan di laut.  
2. Dari Keterangan terdakwa bahwa kepemilikan pupuk 
Amonium Nitrat dan detonator didapatkan dari dg. Said, di 
mana terdakwa yang datang ke rumah dg. Said untuk 
mengambil bahan peledak tersebut.  
3. Dari keterangan terdakwa yang mengatakan ia yang 
membeli dan menyimpan bahan kimia tersebut yang 
dipergunakan untuk menangkap ikan. Tersangka 
mengetahui dan sadar bahwa perbuatan tersebut adalah 
perbuatan melawan namun karena ingin mendapatkan hasil 
tangkapan yang banyak sehingga terdakwa menggunakan 
bom ikan.  
c) Unsur kepemilikan, menguasai, membawa dan/atau menggunakan 
bahan kimia, bahan biologis, dan/atau bahan peledak. 
 “Memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan  alat 
penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan” ialah 
bahwa terdakwa secara sadar memiliki atau menguasai alat bantu 
penangkap ikan yang akan digunakan untuk menangkap ikan 
berupa bom ikan. Yang berdasarkan fakta-fakta persidangan dari 
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keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan 
dengan alat bukti surat maupun petunjuk diperoleh suatu fakta 
hukum bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) botol bekas diduga berisi 
pupuk Amonium Nitrate; 2 (dua) biji Detonator yang terangkai 
dengan sumbu api. 
d) Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, unsur ini 
terbukti berdasarkan alat bukti :  
Berdasarkan keterangan saksi I, II, dan III bahwa terdakwa 
melakukan penangkapan ikan bertempat di Wilayah Perairan 
Perikanan Indonesia tepatnya di Perairan +1 Mil Barat Daya Pulau 
Tanah Keke, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.  
e) Unsur melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak. 
- Berdasarkan keterangan saksi I, II, III dan keterangan ahli bahwa 
terdakwa menggunakan bahan Amonium Nitrat, Terdakwa 
campurkan dengan minyak tanah di dalam baskom, setelah itu 
terdakwa memasukkan pupuk Amonium Nitrat yang telah dicampur 
minyak tanah tersebut ke dalam botol bekas dan siap untuk 
dipergunakan menangkap ikan. Terdakwa juga menjelaskan 
bagaimana cara Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan 
bahan peledak yaitu dengan cara apabila terdakwa melihat banyak 
sekumpulan ikan, terdakwa membakar bahan peledak yang telah 
dirakit tersebut dan kemudian terdakwa lemparkan ke arah 
sekumpulan ikan, selanjutnya ikan yang terkena bahan peledak 
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akan mabuk/lemas sehingga mudah ditangkap dengan 
menggunakan jaring.  
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Laboratoris 
Kriminalistik Polri Cabang Makassar Nomor : lab. : 
433/BHF/III/2013 tanggal 28 maret 2013 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh Nursalam Mappa, yang menerangkan bahwa 
barang bukti berupa 1 (satu) botol warna coklat bekas minuman 
merek San Miguel didalamnya berisi butiran-butiran warna putih 
dengan berat +547 kg positif Amonium Nitrat, 1 (satu) buah sumbu 
api pabrikan dengan panjang masing-masing 29,01 mm dan 
diameter 5,17 mm positif sulfur, karbon dan klorat, 1 (satu) buah 
detonator rakitan dengan panjang 57,45 mm dan diameter 7,81 mm 
positif Amonium Nitrat.   
f) Unsur dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber  
daya ikan dan/atau lingkungannya.  
- Keterangan ahli menyatakan bahwa Pelarangan penangkapan ikan 
didasarkan pada alasan akibat dari penggunaan bahan peledak 
yang dapat menimbulkan dampak merusak bagi sumber daya ikan 
dan rusaknya terumbu karang yang merupakan tempat 
berkembangbiaknya ikan sehingga mengakibatkan penurunan 
produksi ikan. Rusaknya terumbu karang juga pada rusaknya 
tingkat kerusakan di tepi pantai (abrasi) oleh karena keberadaan 
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terumbu karang dapat mengurangi energi gelombang laut sehingga 
tidak menimbulkan kerusakan lingkungan pantai.  
Terpenuhinya unsur subjektif dan objektif inilah kemudian yang 
mendasari Hakim dalam memutus perkara ini. Unsur yang dimaksud 
adalah Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan, maka menurut penulis penerapan hukum  pidana materil pada 
tindak pidana illegal fishing dengan nomor kasus 54/Pid.Sus/2013/PN.TK. 
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
 
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menerapkan Sanksi 
Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Bahan 
Peledak Dalam Melakukan Penangkapan Ikan Dalam Putusan 
No.54/Pid.Sus/2013/PN.TK  
1. Pertimbangan Hakim 
Dalam ranah hukum pidana, Hakim sebelum memutus suatu 
perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan 
saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, 
syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana,  serta hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum “Yudex Factie” yang terungkap di 
persidangan beserta unsur-unsur perbuatan melawan hukum 
“Strafbaarfeit” yang telah terpenuhi dan setelah mendengar keterangan 
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saksi-saksi dan ahli, maka pertimbangan Majelis Hakim dalam 
menjatuhkan hukuman dalam putusan No.54/Pid.Sus/2013/PN.TK adalah 
sebagai berikut :  
- Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa telah memenuhi 
seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan 
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa ialah terbukti 
secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya. Dakwaan tersebut adalah pertama 
dakwaan Primair, melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana 
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan. Selanjutnya dakwaan Subsidair, 
melanggar ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah 
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan; 
 
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 
beberapa saksi dan ahli dan telah sumpah menurut agamanya 
masing-masing antara lain sebagai Saksi I Sarju, Saksi II Suyoko, 
Saksi III Sudirman dan Keterangan Ahli Ambo Rappe S,Sos. telah 
memberikan keterangan sesuai apa yang diberikan kepada 
penyidik dan keterangan telah termuat dalam berita acara 
persidangan dimana keterangannya pada pokoknya telah 
mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan 
terdakwa.  
 
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan  diperlihatkan 
barang bukti dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-
saksi dan diakui oleh terdakwa sebagai barang yang telah dibuat 
pada saat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. 
 
- Menimbang, bahwa terdakwa telah membenarkan keterangan yang 
telah diberikannya dan tercantum dalam BAP penyidik.  
 
- Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan dirinya tidak lulus 
sekolah dasar. 
 
- Menimbang, bahwa terdakwa mengakui menyesali perbuatannya 
dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 
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- Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini Penuntut Umum 
mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 
Krimanalistik barang bukti peledak No.433/BHF/II/2013 Tanggal 28 
Maret 2013 dari Puslabfor Polri Cabang Makassar.  
 
- Menimbang, bahwa penuntut umum juga telah mengajukan barang 
bukti di muka persidangan yang diakui oleh terdakwa.  
 
- Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat pledoi atau nota 
pembelaan terdakwa atas penasehat hukumnya yang pada 
pokoknya hanya memohon keringanan pidana.  
 
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam  
rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa 
maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan 
majelis yakin akan kesalahan terdakwa.  
 
- Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dapat 
dipertanggungjwabkan kepadanya, maka Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan sebagai berikut : 
 
- Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya alasan 
penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan 
pemaaf dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga 
perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan 
kepadanya.  
 
- Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan terdakwa telah 
terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya 
karena harus dihukum pula membayar ongkos perkara.  
 
- Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana Majelis 
Hakim tetap akan mempertimbangkan hal-hal lain yang ditemukan 
di dalam persidangan, baik hal-hal yang dapat memberatkan 
maupun meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut : 
 Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya kelestarian 
lingkungan hidup dan sumber daya ikan; 
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara, nelayan, 
pembudi daya ikan maupun industri dan usaha perikanan nasional 
yang baik dan taat hukum; 
- Terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangan di 
persidangan. 
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Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji untuk 
memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya; 
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. 
 
2. Komentar Penulis 
Dalam menjatuhkan putusan terkait dengan tindak pidana 
penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan perihal 
pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara. Penulis akan 
mengurai pendekatan-pendekatan yang ditempuh oleh hakim dalam 
membuat putusan, baik pertimbangan hukum atau yuridis maupun aspek 
non-hukum atau sosiologis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah 
pertimbangan dari sisi formil dan materil.  
Fokus kajian pada putusan ini akan mengamati pertimbangan 
penerapan pidana materil oleh hakim yang didasarkan pada fakta-fakta 
yang terungkap di dalam persidangan atau faktor-faktor yang terungkap di 
dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal 
yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis 
itu ialah sebagai berikut : 
a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
b) Keterangan Saksi, 
c) Keterangan Ahli, 
d)  Keterangan Terdakwa, 
e) Barang bukti, 
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f) Pasal-pasal yang didakwakan dalam Undang-Undang 
Perikanan. 
Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam 
menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non-yuridis. 
Pertimbangan non-yuridis ialah antara lain sebagai berikut : 
a) Akibat perbuatan terdakwa, 
b) Kondisi diri terdakwa. 
Di balik putusan hakim sepatutnya salah satu hal yang substansi 
untuk disoroti adalah persoalan bagaimana memenuhi rasa keadilan bagi 
semua pihak termasuk pelaku kejahatan atau antara para pelaku 
kejahatan. Secara yuridis, seberat atau seringan apapun pidana yang 
dijatuhkan oleh hakim tidak akan menjadi permasalahan selama tidak 
melebihi batas minimum dan maksimum pemidanahan yang diancamkan 
dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan 
adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pemidanahan sehingga 
putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi 
rasa keadilan.  
Dalam pandangan penulis, berat ringannya suatu pidana yang 
dijatuhkan tentu bagi seorang hakim harus disesuaikan dengan apa yang 
menjadi niat, motivasi, dan akibat dari perbuatan si pelaku. Tiap putusan 
yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa tentunya harus 
sesuai dengan pasal yang didakwakan dalam artian berpedoman pada 
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batas maksimal dan batas minimal sehingga hakim dianggap telah 
menjalankan dan menegakkan Undang-Undang dengan benar dan tepat. 
Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara dan pidana 
denda, Penulis menganggap sudah tepat karena di sisi lain terdapat 
keyakinan Hakim, dimana Hakim juga mempertimbangkan kondisi diri 
Terdakwa dalam hal ini Terdakwa mengakui tidak lulus sekolah dasar, 
selain itu motif ekonomi dan penyesalan terdakwa atas tindak pidana yang 
dilakukannya juga harus menjadi bagian dari pertimbangan secara 
sosiologis (social justice) psikologis, moral (moral justice) serta posisi 
terdakwa di ruang sosial. 
  Keputusan pidana selain untuk memberikan efek jera juga 
merupakan dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar di 
kemudian hari si terpidana tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana. 
Dari uraian tersebut dan melihat pertimbangan hakim secara holistik, 
maka menurut penulis putusan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
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BAB V  
PENUTUP  
A. Kesimpulan  
1. Tindak Pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Dalam 
perkembangannya Undang-Undang sebelumnya dinilai belum 
mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan 
dan kurang mampu mengantisipasi kebutuhan hukum serta 
perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya 
ikan. 
2. Penerapan pidana materil atas tindak pidana yang dilakukan oleh 
Sampara Dg. Nippi Bin Dg. Nyampa telah sesuai. Hal tersebut 
didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur  sesuai dengan Pasal 
yang didakwakan dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.TK. 
tentang sebuah kasus tindak pidana perikanan sebagaimana diatur 
dan diancam pidana Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan 
ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 
Tahun 2009 Tentang Perikanan. Berdasarkan fakta-fakta hukum di 
persidangan, baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan 
keterangan terdakwa, dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan 
rohani, tidak terdapat gangguan atau keterbelakangan mental 
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(mental disorder) sehingga dianggap mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
3. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku dalam putusan No.54/Pid.Sus/2013/PN.TK telah 
sesuai, baik dari aspek pertimbangan yuridis maupun dari aspek 
sosiologis. Hal ini didasarkan pada penjabaran keterangan para 
saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta 
adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, pertimbangan-
pertimbangan non-yuridis yakni hal-hal yang meringankan dan hal-
hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan Undang-
Undang yang berkaitan diperkuat dengan keyakinan Hakim.  
B. Saran  
1. Diharapkan agar dalam penanganan tindak pidana perikanan lebih 
diorientasikan kepada upaya pre-emtif atau upaya pencegahan 
dengan cara melibatkan semua stakeholder aparat penegak hukum 
untuk melakukan sosialiasi terkait tindak pidana pelarangan 
penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan.  
2. Agar upaya penegakan hukum tetap konsisten, khususnya 
pengadilan terhadap penanganan kasus tindak pidana perikanan. 
Tegas dalam menangani tindak pidana tersebut dengan tetap 
berpedoman kepada undang-undang yang mengatur dengan tujuan 
memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing.  
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3. Agar pemerintah dalam upaya penanganan tindak pidana 
perikanan juga ikut memperhatikan aspek sosiologis seperti upaya 
peningkatan fasilitas untuk penangkapan ikan secara legal bagi 
masyarakat yang mata pencahariannya sebagai nelayan.  
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Perundang-undangan : 
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). 
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 
Tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere 
Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang 
Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. 
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 
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- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
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